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ABSTRAK

mebelum amandemen, Undang-Uindang Dasar 1945 banvak memiliki kekurangan
dalam hal materi pokoknya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1995 merupakan
hasil terbesar reformasi disamping hasil-hasil lain seperti pemulihan kebebasan
dan hak-hak asasi. Perubahan tersebut jupa mencakop lembaga-lembaga negara.
PR sehaga salab sata pilar sebuah negam demokras juga mengalami perubaban
vang sangal sipnifikan vadlo bergesermya pendulum kekuasaan yvang selama i
berada di tangan pemerintah dengan Frecwive Heavy sekarang berada di tangan
DPR vang dikenal dengan Legisiative Heavy Perubahan mengenal DPR. i juga
dituangkan dalam Undang-Undang Moo 22 Tabun 2003 Tentang  Susunan
Redudukan Majehs Permusvawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakvat, Dewin
Perwakilan Daerah. dan Dewan Perwakilan Rakval Daerah. Adapun permasalahan
vang penulis angkal adalah bapaimana pelaksanaan fungsi DPR menwrut 11U
1945, apa dampak pelaksangan ungsi DPR menurut ULD 1945 terhadap
kekuaszan residen. dan bagmmana susunan kedudukan fmgsi dan tugas sera
wewenang DPR menury) Undang-Undanpg WMo, 22 Tahun 2003, dan bagimana
pelaksanaan fungsi DPR. Pendekatan masalah vang digunakan ialah rormaii’
Fegread vewearel vantu Jemis peselitian hukom yvang memiokuskan masalabnva pada
norma hokom i sendin bak normma ekoam leriubis ataupan norma haloom tdak
tertulis Fromgsy Legesdias adalah fungst membentuk Undang-1Undang vang dibahas
denpan Presiden untuk mendapal persetujuan bersama. foves Aneearan adalah
fungst menvusun dan menetapkan angearan pemlapatan dan belanja nepara
bersama  Presiden  dengan memperhatkan  pemimbangan DPDL S
Pengavwayan adalah fungsi melakukan pergawasan terhadap pelaksanaan Lindang-
Lindang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tabun 1945, Undang-Undang  dan
Peraturan Pelaksanaannva.



BARI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi telah memulihkan kebebasan dan hak-hak asasi serta hak-hak
demokratik lainnya, letapl hasil vang terbesar dan reformasi adalah mengubah
Undang-Undang Dasar 1945 |, Gagasan untuk mengubab UUD 1945 ini muncul
setelah melihat kenvataan bahwa selama menggunakan ULID 1943 sebagas
konstitusi tertulisnya ternyata Indonesia belum demokratis ©, Banvak studi ilmu
politik yang telah menjelaskan babwa tampilnva Orde Bare sebagai “orpans
state”™ * ini dilatar belakangi oleh kepuusan politik untuk mengutamakan
pembangunan ckenomi yang harus didukung aleh stabilitas nasional yvang dapat
dicapai melalui lembaga eksekulif {pemerintab yang kuat). Latar belakang inilah
vang menychbabkan Indonesia dimasa Orde Baru danpgap tidak demokratis
padahal konstitusinyva sendiri jelas-jelas memilih demokrasi sebapai salah sau
BSASTYE.

Meskipun prinsip vang mendasan UUD 1943 menganot paham demokrasi
dengan adanya pernvataan eksplisit temang “kedaularan adalah ditarean rakpar
atau “kerakpavan” dan meskipun para pendiei negarn ini telah menegaskan
pilihannya atas sistim demokrasi namuon dalam sepanjang berlakunya ULD 1945

pemerintahan yang tampil cenderung otoriter,
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Hal ini dapat terlihat dalam penppal-pengeal waktu masa berlakunya UUD
1945 yakm Penode 19451949 (perinde awal demokrasi liberal), Periode 1959-
1966 (periode demokrasi terpimpin), dan Periode Orde Baru,

UUD 19435 telah mencrima demokrast sebagal prnsip ftetapi penjabaran
didalam pasal-pasal konstitusi tidak cukup tegas. Jika diabstraksikan kelemahan-
kelemahan materi UULY 1945 dalam menjabarkan prinsip konstitusionalisme
secara berurutan adalah sebapai berikue ;°
Pertama, sistim politik vang execurive feavy.

UL 1945 membangun sistim politik vang memberikan kekuwatan
sangal besar terhadap Presiden {executive heavy) yang ddak dapat
diimbangi oleh lembaga-lembaga lain, Presiden menjadi  pusat
kekuatan  dengun berbagal hak prerogatif. Hak Prerogatit dising
diartikan sebagal hak untuk secara sepihak memutus dan menerapkan
tanpa harus mendapal per sctujuan tedebih dahulu dar lembaga lain.
Dengan arti seperti ink UUD 1945 banyak memuat hak prerogatif,
Presiden  bisa meminta masukan  kepoda lembaga  lain  untuk
memuiuskan sesuatu tapd tidak haros dituru,

Dengan kedudukannya vang kuat Presiden dapat melakukan berbagai
rekavasa untuk selalu mengakumulasikan kekuasaannva sehingpa
persyaratan bekerja demokrasi yakni adanva mckanisme Cheel and

Balfarces tidak dipenuhi oleh UUD 1945 ind,
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Kedua,

Ketiga,

pasal-pasal yvang mudii inierpretable.

UILID 1945 memuat beberapa pasal penting yang bersifat mendua atay
dapat ditafsirkan sccara berbeda {multi tafsir), tetapt yang harus
diterima sebagai tafsic vanp benar adalah tafsir vang dibuat oleh
Presiden. Pemaksaan agar tafsir Presiden dapat diterima dilakukan
melaln rekavasa dan tekanan politik vang dapat dilakukan dengan
posisi Presiden didalam sistem vang executive heavy it

banyaknya atribusi dan delegas kewenangan,

UL 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada Lembaga
tegislative (vang dalam prakicknya didominasi olch presiden karena
sislim execwtive feavy ita) untuk mengatur dengan Undang-undang
hal-hal yang sebenarnya sangal mendasar. Selain itn, prakiek politik
dimasa Orde  Barn selalo memanipulasi kelemahan-kelemahan
pengkaidahan dalam U0 1945 yang memungkinkan interpretasi

sexual selera pemimpin yang berkuasa %

ari hal-bal tersebut diatas dapar disimpulkan bahwa pada hakekatnva

persoalan yang mendasar yang ada pada UUD 1945 yang menyebabkannya harus

dirubah adalah sistim polink vang execurive heavy yang menguranpi peran

legislative. Hal inilah kemudian yang dicoba untuk merubahnya dalam perubahan

ULID 1945,
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sejak Tahun 1999 telsh diadakan 4 (empat) kali perubahan terbadap (0D
1945 {sctiap Sidang Tahunan MPR) vakni Perubahan Pertama pada tangpal 19
Oktober 19599, Perubahan Kedua tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan Keliga
tangpal B November 2001, Perubahan Keempat anggal 10 Agustus 2002 °,

selain perubaban terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyal, Dewan
Perwakilan Rakvat juga mengalami perubahan baik dari segi komposisi dan cara
pengisian maupun dari sepi wewenangnya. Salah satu perubaban yvanp berkenaan
dengan wewenang lalab wewenang Presiden membust Undang-undang menjadi
sekedar wewenang menpajukan  Rancangan  Undang-undang.  Membentuk
Undang-undang menjadi wewenang DPR, ini ditegaskan pada pasal 20 ayat (1)
yang barbiny:

CDewan Perwakilan Rakpa! mewicgeng  kekuasagn  membentuk  undong-

wrding ™
begitu juga mengenal komposisi dan cara pengisian yang schelumnya tidak
pernah diatur dalam Undang Undang [Dasar 1945, Sceala perubahan tata cara
pengisian tersebut ditegaskan dalam pasal 1% ayat (1) yang berbunvi:

* Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum ™

Perubahan-perubahan lersebullah vang membual penulis tertarik untuk
mengkaji sccara lebih mendalam. apakah perubaban terhadap DPE yang ada
dalam Amandemen UUD 1945 itu mampu mengpeser sistim politk Indonesia
vang semula executive heavy, apakah perubahan terhadap DPR tersebut
mempunyai dampak terhadap kekuasasn Presiden dan bapaimana susunan
kedudukan dan wewenang DPR, akankall mampu membawa kearah kehidupan

vang lebih demokratis 7
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Perhatian banyak kalangan terhadap DIPPR sejak era reformasi memang
jauh meningkatl, termasuk meningkatnya harapan dan tuntutan pada lembaga
perwakilan ini. Hal ini sanpat masuk akal mengingat Pertama, kinerja DPR era
sebelumnya jauh  dar memuvaskan bahkan mengecewakan masyarakat. Harapan
inl wajar mengingat situasi dan kondisi politik era reformasi yang demokratis dan
terbuka memberi peluapg bezar bagi DPFE untuk berkiprah, Kedua, terjadinya
pemberdayaan DPR  secars sislematis melalui perubahan UL 1945 vang
dilakukan MPR . Mengingat pentingnyva hal-hal terscbut maka penulis mencoba

merangkim semua permasalahan diates dalam sebuah karva ilmiah dengan judul

“PELAKSANAAN FUNGSI DPRE MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN DAMPAKNYA

TERHADAFP KEKUASAAN PRESIDEN™

" AM. Fatwa 2HH Mefamuiben Sefarman Membangim Demakeasi, 17T, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal viil



BABR 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi DPR Menurut UL 1945

3PR sebagai saluh satu unsur dari lembapa perwakilan Indonesia (MPR),
telah ada sejak Inelonesia merdeka. Jadi pengaturan baik dininghat Undang-
Undang Dasar mavpun ditingkat Undang-undang hanya mengalami  sedikit
perubshan secara konseptual. Mamun vang sering mengalami perubahan vaitu
dalam prakick ketata neparsan, pelaksanaan tupgas dan wewenang serta fungsi
DPE. vang sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan palitik dan pemerintahan
P MASAYA TSN E-MASIng.

Setiap masanya mempunyval corak fersendin dalam mengimplementasikan
lembaps  perwakilan rakyat,  Dari perkembanpan-perkembangan  tersebut
pengaturan tentang DPR yang terakhir diatur dalam Undang-undang Mo, 22
Tahun 2003,

Dalam Undang Undang Dasar 1945 ketentuan mengenai fungsi DPR diatur
dalam pasal 20 dan pasal 204,

Pasal 20 avat {1} berbunyi :
“Dewan Perwakilan Rakyal memegang kekuasaan membhentuk undang-indang
Ketentuan ind tidak ada dalam naskah asli UL 1945, yang justro memuat
Fresiden memepang kekuazaan membentuk Undang-undang dan DPR memegang
perseijuan. Derdasarkan bunyl naskah asli tersebut kekuasasn membentuk

Undang-unclang { Legisfative Power) ada pada presiden bukan pada DPR

1
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kesimpulan

1.

Fa

Dar uraian diatas jelas bahwa kekvatan DPR setelah amandemen sebagai
lembapgn perwakilan lebih dijamin oleh UUD 1945, schingga diharapkan
otoriterisme vang dilegalkan selama ini tidak terulang Jagi dimasa yvang
akan datang. Sebelum diadakan perubahan terhadap UUD 14945 DPR
hanya berfungsi sehagai legislatif semu karena hanya difungsikan schagai
lwkang stempel dalam  membupat UL Seperti telah  dikemukakan
sebelumnya bahwa  susunan dan kedwdukan lembaga perwakilan di
Indonesia sekarang mengalami perubahan yang cukup signifikan mulai
dari  lala cara pengisian, komposisi, fungsi dan kewenangan, scrta
hubungan antar lembaga perwakilan tersebul, Semua it dilakukan dalam
rangha mewujudkan Separation O Powers dan Checks and Balances,
Dengan demikian dapat mencegah terjadinya penumpukan atau pemusatan
kekuasaan pada satu lembaga saja.

Dengan mekanisme checks and balances akan menulup lerpusatnya
kekuatan pada sata tanpan, Presiden sebagai pelaksana  kekuasasn
cksckutif vang dipilib secara demokratis akan dimbangi oleh DPR sebagai
pelaksany kekuasaan legislatf yang merupakan representasi rakyal,
Dengan mekanisme ini dibarapkan setiap kebijakan vang akan lahir tidak
burasal dan berdasarkan pemikiran dan usul, serta penilaian dan saty

pibak saja tapi merupakan hasil komunikasi pernusyawaratan bersama



DAFTAR PUSTAKA

AM. Fatwa, 2004, Melawjutkan Rejoemasi Membangun Demokrasi. PT, Raja
(irafinda Persada. Jakarta

Bagir Manan, 2003, D88 D, dan MPR dafam UUD 1943 FH UIT Press,
Takarta

2003, Feert den Politik Konstitusi, FH Ul Press. Jakarta

Bambang Widjojanta, Saldy Isra, dkk, 2002, Femstitpesi Bors Melalfui Romis
Konsious ndependen, Pustaka Sinar Harapan, Jakana

C.8T. Kansil, Christtne ST, Kansil, 2000, [fekwen Tutae Negare Republik
fndonesir || Penerbil Rmeka Cipta, Jakara

Dhdi Magmt Yunas, 1992, Kervepsr NMegara Hukam, Angkasa Raya, Padang

Dghlan Thath, 2000, DPR Do Sisten Netatanegaraan Tndonesia, Liberty,
Yogyakara

Jumly Asshuddique, 1996, Pergumdan Peran Pemwernmnaly dan Parlemen dalam
Negarah o Felaah Perbandinean Konsiotuse Berbapal Negara, Penerbit
Lpversitas Indonesta [ L[-Press), Jakara

2004, Format Kelembupaon Negorg dan Pereeseron

a['.}:r"rrf-:f.'-'{;.a-Jr.."Er':rrrr CALD 4T FH LT Press, lakara

Matite MDD dan Anwann WK, 2002, Reformast Poditid dan Kebeuaran
Muasvarakar, Kendala dan Pelvang Menupe Demeokrasi LPAES, JTakara

Maoh, Mahlud MD, 2000, Demokeast dan Ropsewss i Idosestae, Rineka Cipla,
lakaria

MNirmatul  Huda 2003, Pelick Netetonegoraon Indoneswr Kajion Terbagdap
Danimika Pernbalian DU P25 FH ULL Press, Jogjakarta

Rachmat Kusmiach, F989, Soviem Pemerontahon Hepiblik Indoresio TTham Java,
Bandung



